
 

 

 

 

BAB II 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PADA PERJANJIAN PAGEANT MISS 

BEAUTY JATIM 2022 

 

2.1. Memorandum of Understanding dalam Hukum Indonesia 

Pengert|ian perjanj|ian telah d|i atur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang 

menyebutkan bahwa perjanj|ian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau leb|ih meng|ikatkan d|ir|inya terhadap satu orang la|in atau leb|ih 

meng|ikatkan d|ir|inya terhadap satu orang la|in atau leb|ih.  

Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dar|i perkataan overeekomst dalam 

bahasa Belanda. Kata overeekomst tersebut laz|im d|iterjemahkan juga denga kata 

perjanj|ian. Jad|i persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama art|inya dengan 

perjanj|ian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanj|ian t|idak sama dengan persetujuan.16 

Perjanj|ian merupakan terjemahan dar|i overeekomst sedangkan perjanj|ian merupakan 

terjemahan dar|i toestemm|ing yang d|itafs|irkan sebaga|i w|ilsovereenstem|ing (persesua|ian 

kehendak atau kata sepakat).  

Menurut pendapat yang banyak d |ianut (commun|is op|in|ion clorort|inz) perjanj|ian 

adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk men |imbulkan suatu ak|ibat 

hukum. Hal tersebut sependapat juga dengan Sud |ikno, yang berbuny|i “perjanj|ian 

merupakan hubungan hukum antara dua p |ihak atau leb|ih berdasar kata sepakat untuk 

men|imbulkan suatu ak|ibat hukum”.17 Suatu perjanj|ian merupakan  suatu per|ist|iwa d|i 

mana seseorang berjanj|i kepada orang la|in, atau d|i mana seseorangsal|ing berjan|i untuk 

 
16 Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.97. 
17 Ibid, hal. 97-98. 



 

 

melaksanakan suatu hal.18  

Perjanj|ian adalah suatu perbuatan hukum d |i mana satu orang atau leb|ih meng|ikatkan 

d|ir|inya atau sal|ing meng|ikatkan d|ir|inya terhadap satu orang atau leb|ih.19 Dar|i pendapat- 

pendapat d|i atas, maka pada dasarnya perjanj|ian adalah proses |interaks|i atau hubungan 

hukum dan dua perbuatan hukum ya |itu penawaran oleh p|ihak yang satu dengan 

pener|imaan oleh p|ihak yang la|inya seh|ingga tercapa|i kesepakatan untuk menentukan |is|i 

perjanj|ian yang akan meng|ikat kedua belah p|ihak. Suatu perjanj|ian adalah suatu 

perbuatan d|imana satu orang atau leb|ih meng|ikatkan d|ir|inya terhadap satu orang la|in 

atau leb|ih (Pasal 1313 KUHPerdata). Pengert|ian perjanj|ian |in|i  mengandung unsur :  

a. Perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanj|ian |in|i 

leb|ih tepat j|ika d|igant |i dengan kata perbuatan hukum atau t|indakan hukum, karna 

perbuatan tersebut membawa ak|ibat hukum bag|i para p|ihak yang 

memperjanj|ikan; 

b. Satu orang atau leb|ih terhadap satu orang atau leb|ih. Untukm adanya suatu 

perjanj|ian, pal|ing sed|ik|it harus ada dua p|ihak yang sal|ing member|ikan 

pernyataan yang pas atau cocok pada satu sama la |in. P|ihak tersebut adalah orang 
atau badan hukum; 

c. Meng|ikatkan d|ir|inya, d|i dalam perjanj |ian terdapat unsur janj |i yang d|iber|ikan oleh 

p|ihak yang satu dengan yang la|in. Dalam perjanj|ian |in|i orang ter|ikat kepada 

ak|ibat hukum yang muncul karena kehendaknya send |ir|i. 

Sebelum suatu perjanj|ian d|isusun, perlu d|iperhat |ikan |ident|if|ikas|i para p|ihak, 

penel|it|ian awal tentang mas|ing-mas|ing p|ihak, h|ingga konsekuens|i yur|id|is yang dapat 

terjad|i ket|ika perjanj|ian tersebut d|ibuat.20  

Sebelum suatu perjanj|ian d|isusun, perlu d|iperhat|ikan beberapa hal pent|ing. Pertama, 

|ident|if|ikas|i para p|ihak, ya|itu memast|ikan semua p|ihak yang terl|ibat dalam perjanj|ian 

d|ikenal dengan jelas melalu|i data lengkap sepert |i nama, alamat, dan status hukum. 

Kedua, penel|it|ian awal tentang mas|ing-mas |ing p|ihak, yang mel|iput|i pemer|iksaan latar 

 
18 Subekti, 2001, Pokok – Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 36. 
19 Sri Sofwan, Masjechoen, op.cit, hal.1 
20 Salim H.S dkk, 2007, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). 



 

 

belakang, kred|ib|il|itas, dan kemampuan p|ihak-p|ihak tersebut untuk memenuh|i kewaj|iban 

dalam perjanj |ian. Ket|iga, konsekuens|i yur|id|is yang dapat terjad|i ket |ika perjanj|ian 

tersebut d|ibuat, yang mencakup potens|i dampak hukum dan kewaj|iban yang mungk|in 

t|imbul bag|i semua p|ihak. Dengan memperhat|ikan ket|iga hal |in|i, perjanj|ian dapat d|isusun 

dengan leb|ih cermat dan mengurang|i r|is|iko masalah d|i kemud|ian har|i. 

Memorandum of Understand|ing (MOU) send|ir|i dalam konteks hukum |Indones|ia 

merupakan suatu perjanj|ian yang bers|ifat formal antara dua atau leb|ih p|ihak yang 

mengatur n|iat mereka untuk bekerja sama atau mencapa|i tujuan bersama tanpa mem|il|ik|i 

konsekuens|i hukum yang meng|ikat secara langsung. MOU ser|ing d|igunakan sebaga|i 

langkah awal sebelum membuat perjanj|ian atau kontrak yang leb|ih formal sepert|i halnya 

yang d|ibuat oleh CO Founder MBJTO Management Pageant M|iss Beauty Jat|im 2022.  

Dalam hukum |Indones|ia, MOU umumnya mem|il|ik|i karakter|ist|ik sebaga|i ber|ikut: 

1. T|idak Meng|ikat Secara Hukum: MOU b|iasanya t|idak mem|il|ik|i kekuatan hukum 

yang meng|ikat secara langsung. Art|inya, p|ihak-p|ihak yang terl |ibat t|idak b|isa 

sal|ing menuntut apab|ila salah satu p|ihak t|idak mematuh|i |is|i dar|i MOU tersebut. 

2. Ekspres|i N |iat Bersama: MOU mencerm|inkan kesepakatan awal atau n|iat bersama 

antara p|ihak-p|ihak yang terl|ibat untuk bekerja sama atau melakukan keg |iatan 

tertentu. 

3. Mengatur Kerjasama dan Kewaj|iban: MOU dapat mengatur gar|is besar 
kerjasama, tanggung jawab mas|ing-mas|ing p|ihak, dan mekan|isme pelaksanaan 

keg|iatan atau proyek bersama. 

4. Kesepakatan Tentang Pr|ins|ip-pr|ins|ip: B |iasanya, MOU ber|is|i kesepakatan tentang 

pr|ins|ip-pr|ins|ip atau tujuan yang |ing|in d|icapa|i oleh p|ihak-p|ihak yang terl|ibat. 

Mesk|ipun t|idak mem|il|ik|i kekuatan hukum yang meng|ikat, MOU tetap merupakan 

dokumen yang pent|ing karena dapat menjad|i dasar bag|i negos|ias|i leb|ih lanjut atau 

pengembangan kontrak yang leb|ih formal d|i masa depan. Pent|ing untuk memast|ikan 

bahwa |is|i MOU jelas dan sal|ing d|ipaham|i oleh semua p|ihak yang terl|ibat.  

Dalam KUH Perdata t|idak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus 

mengena|i Memorandum of Understand|ing. Yang ada dalam KUH Perdata hanyalah 



 

 

ketentuan-ketentuan yang berka|itan dengan kontrak sepert|i syarat sahnya kontrak, asas 

kebebasan berkontrak, dan la|in-la|in. Apab|ila k|ita menganal|is|i substans|i Memorandum 

of Understand|ing, tampaklah j|ika substans|inya ber|is|i kesepakatan peran p|ihak untuk 

melakukan kerjasama dalam berbaga|i b|idang, sepert|i kerjasama dalam b|idang ekonom|i, 

agrar|ia, kerjasama usaha dan la|inya. Namun meng|ingat bahwa suatus memorandum of 

understand|ing merupakan suatu perjanj|ian pendahuluan, maka pengaturanya tunduk 

kepada ketentuan tentang per|ikatan yang tercantum dalam buku |I|I|I KUH Perdata (K |itab 

Undang-Undang Hukum Perdata).  

Buku |I|I|I KUH Perdata mengatur asas-asas dalam melakukan suatu perjanj|ian, 

d|iantara sebaga|i ber|ikut21: 

1. Asas Kebebasan Berkontrak, Adanya kebebasn un tuk sepakat tentang apa saja dam 

dengan s|iapa saja merupakan hal yang sangat pent|ing. Ba|ik bag|i |ind|iv|idu dalam 

konteks kemungk|inan pengembangan d|ir|i dalam keh|idupan pr|ibad|i maupun dalam 

lalul|intas keh|idupan bermassyarakat, kebebasan berkontrak merupakan suatu has|il 

total|itas, sreh|ingga oleh beberapa penul|is d|ipandang sebaga|i hak asas|i ,anus|ia 
tersend|ir|i.  Terkandung adalam Pasal 1338 ayat (1). 

2. Asas Konsensual|isme, Perjanj|ian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak 

(consensus) dar|i p|ihak-p|ihak. Perjanj|ian pada pokoknya dapat d|ibuat bebas t|idak 

ter|ikat bentuk dan tercapa|inya t|idak secara form|il, tetap|i cukup melalu|i konsensus 

belaka. Hukum perjanj|ian dalam buku |I|I|I KUH Perdata menganut asas 

konsensual|isme, yang berart|i perjanj|ian sudah meng|ikat para p|ihak yang 

membuatnya, sejak det|ik tercapa|inya kata sepakat mengena|i hal-hal yang 

d|iperjanj |ikan.  Tercerm|in dalam Pasal 1458. 

3. Asas Personal|ia, Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya t|iada seorang 

pun dapat meng|ikatkan d|ir|i atas nama send|ir|i atau mem|inta d|itetapkanya suatu 
jan|i, mela|inkan untuk d|ir|inya send|ir|i. 

Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan bahwa secara umum, seseorang hanya dapat 

meng|ikatkan d|ir|inya send|ir|i dalam suatu perjanj|ian atau mem|inta d|ibuatkan suatu 

janj|i untuk d|ir|inya send|ir|i. Art|inya, hak dan kewaj|iban yang t|imbul dar|i perjanj|ian 

tersebut hanya berlaku bag|i p|ihak yang secara langsung terl|ibat dalam perjanj|ian 

tersebut. 

Pr|ins|ip |in|i menegaskan bahwa set|iap |ind|iv|idu bertanggung jawab secara pr|ibad|i 

atas perbuatan-perbuatannya dan t|idak b|isa menar|ik orang la|in ke dalam perjanj|ian 

 
21 Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas 

Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2), 292-

304. 



 

 

tanpa wewenang yang sah. Dalam konteks prakt|is, hal |in|i berart|i bahwa set|iap 

orang harus mem|ikul send|ir|i konsekuens|i dar|i perjanj|ian yang d|ibuatnya dan t|idak 

dapat menyalahgunakan atau meng|ikat p|ihak la|in tanpa |iz|in atau wewenang yang 
d|iber|ikan secara jelas. 

Jad|i, asas personal|ia memast|ikan bahwa dalam set|iap transaks|i atau perjanj|ian, 

kejelasan dan keberlakuan perjanj|ian hanya berlaku untuk p|ihak yang melakukan 

perjanj|ian atau p|ihak yang secara ekspl|is|it d|iber|i kuasa atau wewenang untuk 

bert|indak atas nama p|ihak la|in. 

4. Asas |It|ikad Ba|ik, Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa 

suatu perjanj|ian harus d|ilaksanakan dengan |it|ikad ba|ik. Art|inya, p|ihak-p|ihak yang 

terl|ibat dalam perjanj|ian harus bert|indak secara jujur dan ad|il, serta t|idak boleh 

bert|indak dengan maksud untuk merug|ikan p|ihak la|in atau melanggar ketentuan-

ketentuan perjanj|ian yang telah d|isepakat|i. 
Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata secara khusus mengatur bahwa dalam 

menjalankan perjanj|ian, p|ihak-p|ihak harus mempert|imbangkan kepent|ingan 

bersama serta menjaga kese|imbangan hak dan kewaj|iban yang telah d|itetapkan 

dalam perjanj|ian tersebut. Hal |in|i mencerm|inkan pr|ins|ip kead|ilan dalam hukum 

perdata, d|i mana set|iap perbuatan yang bertentangan dengan |it|ikad ba|ik dapat 

d|ianggap sebaga|i pelanggaran terhadap perjanj|ian. 

 

Dengan dem|ik|ian, asas |it|ikad ba|ik menegaskan pent|ingnya |integr|itas dan 

kejujuran dalam pelaksanaan perjanj|ian, seh|ingga mas|ing-mas |ing p|ihak harus 

bertanggung jawab untuk memenuh|i kewaj|iban mereka secara benar dan t|idak 

memanfaatkan s|ituas|i untuk merug|ikan p|ihak la|in. |In|i juga menggar|isbawah|i 
bahwa hukum perdata t|idak hanya mengatur tentang hak dan kewaj|iban, tetap|i juga 

menekankan pent|ingnya moral|itas dan et|ika dalam set|iap transaks|i hukum yang 

d|ilakukan. 

5. Asas Kekuatan Meng|ikat, Suatu kesepakatan harus d|ianggap sudah d|ipenuh|i dan 

k|ita t|idak pernah mempertanyakanya kembal|i. Art|inya, setelah sebuah perjanj|ian 

d|ibuat dengan |it|ikad ba|ik dan sah menurut hukum, maka p |ihak-p|ihak yang terl|ibat 

d|ianggap telah meng|ikat d|ir|i untuk memenuh|i semua ketentuan yang telah 

d|isepakat|i. 

Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa perjanj|ian harus d|ilaksanakan 

sebaga|imana mest|inya, dan p|ihak yang melakukan perjanj|ian harus 
menjalankannya sesua|i dengan apa yang telah mereka sepakat|i. Hal |in|i 

mencerm|inkan pr|ins|ip kepast|ian hukum dalam hukum perdata, d |i mana 

pelaksanaan perjanj|ian harus d|ihormat|i sebaga|i bentuk kepatuhan terhadap 

kesepakatan yang telah d|ibuat. 

Dengan dem|ik|ian, asas kekuatan meng|ikat menegaskan bahwa p|ihak-p|ihak yang 

terl|ibat dalam perjanj|ian t|idak dapat mengaba|ikan atau mempertanyakan kembal|i 

kewaj|iban yang telah mereka sepakat|i, kecual|i ada alasan yang sah menurut hukum 

untuk t|idak melaksanakannya. |In|i member|ikan kepast|ian dan keamanan kepada 

p|ihak-p|ihak yang terl|ibat dalam transaks|i hukum, serta mendorong untuk 

mematuh|i dan menghormat|i ketentuan yang telah d|isepakat|i dem|i terwujudnya 

hubungan hukum yang stab|il dan dapat d|ipercaya. 

Mesk|ipun d|i dalam peraturan perundang-undangan d|i |Indones|ia t|idak ada satu 

ketentuan yang mengatur secara khusus mengena |i memorandum of understand|ing, 



 

 

namun dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut maka dapat d |ijad|ikan p|ijakan 

untuk berlakunya memorandum of understand|ing.  

Esens|i dar|i memorandum of understand|ing adalah kesepakatan para p|ihak untuk 

membuat perjanj|ian yang mengatur kerjasama d|iantara para p|ihak dalam berbaga|i b|idang 

keh|idupan. Dengan dem|ik|ian, dasar hukum yang d |igunakan bag|i keberlakuan 

memorandum of understand|ing adalah Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUH 

Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengena |i syarat sahnya perjanj|ian. Agar 

suatu perjanj|ian mempunya|i kekuatan hukum yang meng|ikat (sah), maka seluruh 

persyaratan tersebut harus d|ipenuh|i ya|itu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan klausa 

halal.  

Apab|ila t|idak ada kesepakatan d|iantara para p|ihak, maka perjanj|ian |itu t|idak akan 

ada (non eks|istens|i). Apab|ila syarat subyekt|if (kesepakatan dan kecakapan) t|idak 

terpenuh|i, maka perjanj|ian tersebut akan d|ibatalkan (vern|iet|igbaar). Serta t|idak 

terpenuh|inya syarat obyekt|if (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal) akan 

menyebabkan suatu perjanj|ian menjad|i batal dem|i hukum (b|iet|ig van rechtswege).  

Terdapat Asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) K |itab 

Undang-undang Hukum Perdata, yang berbuny |i “semua perjanj|ian yang d|ibuat secara 

sah berlaku sebaga|i undang-undang bag|i mereka yang membuatnya (Pacta Sunt 

Servanda)”. 22  Berdasarkan asas tersebut para p |ihak dalam Memorandum Of 

Understand|ing dapat secara bebas membuat kesepakatan dengan bentuk sesua |i ke|ing|inan 

mereka atau p|ihak yang bersangkutan namun t|idak bertentangan dengan undang-undang. 

Asas kebebasan berkontrak |in|ilah yang dapat member|ikan alasan yur|id|is berlakunya 

 
22 Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 



 

 

Memorandum Of Understand|ing. Sebaga|i negara hukum, untuk menjalan|i suatu 

kerjasama tentunya memerlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya. Pedoman |in|i 

merupakan suatu aturan yang dapat menjad |i acuan dasar dalam kerja sama. Pedoman 

|in|ilah yang akan menjad|ikan suatu dasar hukum dalam kerja sama. Sebelum melakukan 

suatu kerjasama tentunya terdapat kesepakatan para p |ihak yang tertuang dalam suatu 

kontrak. Akan tetap|i apab|ila unsur-unsur sahnya perjanj|ian dalam Pasal 1320 KUHPer 

t|idak terpenuh|i, maka Memorandum of Understand|ing tersebut batal dem|i hukum, dan 

t|idak mempunya|i kekuatan hukum.23  

Dapat d|is|impulkan bahwa MoU (Memorandum of Understand|ing) mem|il|ik|i n|ila|i 

hukum yang tergantung pada pemenuhan syarat-syarat sahnya perjanj|ian sesua|i dengan 

hukum yang berlaku. Asas kebebasan berkontrak memungk |inkan p|ihak untuk membuat 

kesepakatan sesua|i dengan ke|ing|inan mereka, selama t|idak melanggar undang-undang. 

MoU d|ianggap berlaku sebaga|i undang-undang bag|i p|ihak yang membuatnya (pacta sunt 

servanda), namun j|ika syarat-syarat sah perjanj|ian t|idak terpenuh|i, MoU tersebut batal 

dem|i hukum. Oleh karena |itu, sebelum melakukan kerjasama, pent|ing untuk memast|ikan 

bahwa MoU memenuh|i semua persyaratan yang d|itetapkan dalam hukum perdata untuk 

mencegah batalnya perjanj|ian secara hukum. 

2.2 Tahapan Penerapan Memorandum of Understand |ing Pada Pageant M|iss Beauty 

Jat|im 2022 

Penerapan Memorandum of Understand|ing (MoU) pada Pageant M|iss Beauty Jat|im 

2022 mel|ibatkan beberapa tahapan pent|ing untuk memast|ikan semua p|ihak yang terl|ibat 

memaham|i dan mematuh|i ketentuan yang telah d|isepakat|i. Selama pelaksanaan kontes, 

 
23 Hikmahanto Juwana, 2002, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Lentera Hati, Jakarta, h.123. 



 

 

MoU akan d|ipantau secara ketat untuk memast|ikan kepatuhan terhadap semua ketentuan 

yang telah d|itetapkan. Evaluas|i rut|in d|ilakukan untuk men|ila|i k|inerja f|inal|is, penggunaan 

c|itra yang sesua|i, dan kepatuhan terhadap et|ika serta hak kekayaan |intelektual. 

Penerapan Memorandum of Understand|ing (MoU) untuk Pageant dapat mel|ibatkan 

beberapa tahapan pent|ing agar kerja sama antara berbaga|i p|ihak terka|it dapat berjalan 

lancar dan efekt|if. Ber|ikut adalah tahapan yang dapat d |i|ikut|i dalam penerapan MoU 

untuk Pageant M|iss Beauty Jat|im 2022 sebaga|i ber|ikut: 

1. |Ident|if |ikas|i Kebutuhan, menentukan tujuan dan l|ingkup kerjasama antara 

penyelenggara dan f|inal|is. |Ident|if|ikas|i masalah dan aspek-aspek yang perlu 

d|icakup dalam MoU. Menuangkan po|in- po|in yang menjad|i kesepakatan dalam 

sebuah kontrak yang dapat d|ibuat send|ir|i (d|ibawah tangan). 

2. Penyusunan Rancangan Awal, buat draft awal MoU dengan mengura|ikan po|in-

po|in kunc|i sepert|i syarat part|is|ipas|i, hak dan kewaj|iban, penggunaan c|itra, jadwal 

acara, penghargaan, dan la|inya. 

3. Konsultas|i dan D |iskus|i, d|iskus |i rancangan MoU dengan semua p|ihak terka|it, 

termasuk penyelenggara kontes, f|inal|is dan p|ihak la|inya. Amb|il masukan dan 

melakukan perubahan j|ika d|iperlukan. 

4. Pengesahan P|ihak Terl|ibat, setelah mencapa|i kesepakatan bersama, mem|inta 
tanda tangan dan persetujuan dar|i semua p|ihak yang terl|ibat dalam kesepakatan. 

|In|i mencakup penyelenggara, f|inal|is, dan p|ihak terka|it la|inya. Tanda tangan 

sela|in berfungs|i sebaga|i wujud kesepakatan, juga sebaga|i wujud persatuan atas 

tempat, waktu, dan |is|i perjanj|ian yang d|ibuat. Tanda tangan juga berhubungan 

dengan kesengajaan para p|ihak untuk membuat suatu kontrak sebaga |i bukt|i atas 

suatu per|ist|iwa. 

5. menerapkan ketentuan-ketentuan MoU sesua|i dengan yang telah d|isepakat|i, 

past|ikan bahwa semua p|ihak memaham|i dan mematuh|i kewaj|iban mereka. 

6. Evaluas|i dan Rev|is|i, melakukan evaluas|i secara berkala terhadap emplementas|i 

MoU dan menentukan apakah ada perubahan atau penyeseua |ian yang perlu 
d|ilakukan. Rev|is|i MoU j|ika d|iperlukan untuk memast|ikan kelangsungan dan 

kejelasan kesepakatan. Evaluas|i d|ilakukan dengan maksud untuk mengetahu|i 

dengan past|i apakah tujuan dan kendala yang d |ijumpa|i dalam pelaksanaan 

perjanj|ian dapat d|in|ila|i dan d|ipelajar|i untuk perba|ikan perjanj|ian d|imasa yang 

akan datang. 

7. Penyelesa|ian Sengketa, j|ika terjad|i sengketa, |ikut|i prosedur penyelesa|ian sengleta 

yang telah d|itentukan dalam MoU. Yang mel|ibatkan med|ias|i, arb|itrase, atau 

langkah-langkah penyelesa|ian sengketa la|inya. 

8. Penctatan dan Peny|impanan, s|impan sal|inan MoU secara aman dan lakukan 

pencatatan yang tepat untuk referens|i masa depan. Past|ikan semua p|ihak yang 

terl|ibat mem|il|ik|i akses ke sal|inan dokumen. 



 

 

9. Pembaruan, pembaruan MoU j|ika ada perubahan s|ign|if|ilkan dalam kebutuhan 

atau kond|is|i yang mempengaruh|i kerjasama antara penyelenggara dan f|inal|is. 

Pent|ing untuk menjalankan proses |in|i dengan tel|it |i dan transparan untuk memast|ikan 

kejelasan dan ked|ilan dalam kerjasama antara p|ihak-p|ihak yang terl|ibat.24 Dalam Black’s 

Law D|ict|ionary sebaga|imana telah terkut|ip dalam buku karangan H. Sal|im dengan judul 

“Perancangan Kontrak & Memorandum of Understand|ing (MoU)” terdapat def|is|in|i MoU 

mempunya|i pengert|ian sebaga|i nota kesepahaman yang d|ibuat sebaga|i dasar dalam 

penyusunan kontrak d|idasar|i oleh has|il adanya permufakatan, dalam bentuk tertul|is serta 

l|isan.25 Sebaga|i perband|ingan sela|in dar|ipada yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313, 

1320 dan 1338 KUHPerdata, adapun dasar hukum yang menjad |i acuan mengapa terdapat 

MoU ya|itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanj|ian |Internas|ional. 

Perjaanj|ian |Internas|ional |ialah sebuah perjanj|ian yang d|ib|isa d|ibuat kedalam bentuk 

tertul |is, pengaturannya pada |Internat|ional law serta akan berdampak dengan adanya hak 

serta kewaj|iban yang akan d|itanggung pada b|idang hukum publ|ik.26 Prakt|ikNya dapat 

d|isamakan dengan MoU, sebaga|imana d|ibentuk dar|i dua negara atau bahkan b |isa saja 

leb|ih, d|imana peng|implementas|iannya tercantum ka|idah |Internas|ional. 

2.3 Perbedaan MoU dan Perjanj|ian dalam M|iss Beauty Jat|im 2022 

Memorandum of Understand|ing (MoU) dalam konteks Pageant M|iss Beauty atau 

kontes kecant|ikan ser|ing kal|i d|igunakan sebaga|i perjanj|ian awal yang t|idak meng|ikat 

secara hukum secara langsung. MoU |in|i bertujuan untuk mengatur kerjasama dan n |iat 

 
24 Burhanuddin, S., & SHI, M. (2018). Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU). 

MediaPressindo. 
25 H.Salim, 2017, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Cet. VII, Sinar Grafika, 

Jakarta, h. 46 
26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 



 

 

bersama antara berbaga|i p|ihak yang terl|ibat, sepert|i penyelenggara kontes, f|inal|is, 

sponsor, dan p|ihak terka|it la|innya.  

Dalam konteks Pageant M|iss Beauty atau kontes kecant|ikan, terdapat perbedaan 

antara Memorandum of Understand|ing (MoU) dan perjanj|ian yang dapat d|ijelaskan 

sebaga|i ber|ikut: 

1. Memorandum of Understand|ing (MoU): 

a. S|ifatnya: MoU b|iasanya bers|ifat leb|ih |informal dan t|idak mem|il|ik|i 

kekuatan hukum yang meng|ikat secara langsung. 
b. Tujuan: MoU d|igunakan untuk mengatur kerjasama atau n |iat bersama 

antara p|ihak-p|ihak yang terl|ibat, dalam hal |in|i mungk|in antara 

penyelenggara kontes kecant|ikan, sponsor, atau p|ihak la|in yang terl|ibat 

dalam mendukung acara tersebut. 

c. |Is|i: MoU b|isa mencakup kesepakatan tentang dukungan, promos|i, atau 

kerjasama dalam aspek tertentu, tetap|i t|idak mem|il|ik |i ketentuan yang 

meng|ikat secara hukum. 

Memorandum of Understand|ing (MoU) dalam konteks KUH Perdata |Indones|ia t|idak 

secara ekspl|is|it d|iatur sebaga|i ent|itas hukum yang terp|isah. Secara umum, KUH Perdata 

mengatur mengena|i perjanj|ian-perjanj|ian antara p|ihak-p|ihak yang terl|ibat, yang b|isa 

mencakup perjanj|ian-perjanj|ian yang mem|il|ik|i berbaga|i bentuk dan karakter|ist |ik.27 

MoU send|ir|i ser|ing kal|i d|igunakan sebaga|i dokumen awal atau pendahuluan dalam 

proses perund|ingan atau kerjasama antara p|ihak-p|ihak yang akan membuat perjanj|ian 

leb|ih lanjut. MoU t|idak mem|il|ik|i kekuatan hukum yang meng|ikat secara langsung sepert|i 

perjanj|ian formal, namun b|isa mencakup kesepakatan-kesepakatan awal yang menjad|i 

dasar untuk negos|ias|i leb|ih lanjut. 

2. Perjanj|ian: 

 
27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 

 



 

 

a. S|ifatnya: Perjanj|ian leb|ih formal dan mem|il|ik|i kekuatan hukum yang 

meng|ikat para p|ihak yang terl|ibat. 

b. Tujuan: Perjanj|ian dalam konteks M|iss Beauty mungk|in leb|ih spes|if|ik, 
sepert|i kontrak antara kontestan dengan penyelenggara yang mengatur hak 

dan kewaj|iban mas|ing-mas|ing p|ihak terka|it part|is|ipas|i dalam kontes, hak 

atas c|itra, aturan dan tata cara kontes, serta hal-hal la|in yang relevan. 

c. |Is|i: Perjanj|ian |in|i akan memuat ketentuan yang leb|ih r|inc|i dan b|iasanya 

mencakup aspek-aspek sepert|i hak c|ipta, pembag|ian had|iah, persyaratan 

tekn|is dan et|ika, serta semua peraturan yang harus d |i|ikut|i oleh peserta dan 

penyelenggara. 

Perjanj|ian dalam undang-undang |Indones|ia mengacu pada ketentuan yang d |iatur 

dalam K |itab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Secara umum, perjanj|ian 

adalah suatu kesepakatan antara dua p |ihak atau leb|ih yang mem|il|ik|i tujuan untuk 

menc|iptakan, mengubah, atau mengakh|ir|i suatu hubungan hukum yang dapat d|ipaksakan 

secara hukum.28 

Dalam konteks Pageant M|iss Beauty atau kontes kecant|ikan, terdapat perbedaan 

pent|ing antara Memorandum of Understand|ing (MoU) dan perjanj|ian yang harus 

d|ipaham|i dengan jelas oleh semua p|ihak yang terl|ibat. MoU dan perjanj|ian mem|il|ik|i 

karakter|ist|ik, tujuan, dan |is|i yang berbeda, yang mencerm|inkan t|ingkat formal|itas dan 

kekuatan hukum yang berbeda pula. Dengan dem|ik|ian, MoU dalam konteks M|iss Beauty 

b|isa leb|ih berka|itan dengan kerjasama, dukungan, atau n |iat bersama tanpa meng|ikat 

secara hukum, sementara perjanj|ian leb|ih fokus pada pengaturan yang meng |ikat antara 

p|ihak-p|ihak yang terl|ibat dalam kontes kecant|ikan, dengan mempert|imbangkan aspek 

hukum dan operas|ional yang leb|ih r|inc|i. Kemud|ian j|ika d|ibedah satu per satu mengena|i 

perbedaan terka|it apa |itu MoU dan perjanj|ian, maka dapat d|ijelaskan sebaga|i ber|ikut: 

Memorandum of Understand|ing adalah ”suatu dasar dalam penyusunan kontrak yang 

akan ada pada masa mendatang berdasarkan pada has|il permufakatan p|ihak-p|ihak yang 

 
28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 



 

 

bersangkutan,”dengan bentuk secara terlul|is maupun l|isan.29 Kemud|ian terka|it perjanj|ian 

dar|i seg|i Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanj|ian adalah “persetujuan yang d |ibuat 

oleh dua p|ihak atau leb|ih, tertul|is maupun l|isan, mas|ing-mas|ing sepakat untuk mentaat|i 

|is|i persetujuan yang telah d|ibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu 

persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau leb |ih meng|ikatkan 

d|ir|inya terhadap satu orang atau leb|ih”30  

Para p|ihak akan membuat Memorandum of Understand|ing (MoU) sebaga|i perjanj|ian 

pendahuluan, guna member|ikan kesempatan kepada para p|ihak untuk terleb|ih dahulu 

berf|ik|ir dan melakukan observas|i, sebelum membuat suatu perjanj|ian yang leb|ih 

terper|inc |i dan meng|ikat.31  

Pengaturan mengena|i MoU memang t|idak d|ijelaskan secara spes|if|ik dalam peraturan 

perundang-undangan manapun. Akan tetap|i, j|ika mengacu kepada substans|i dar|i MoU 

dan pengert|iaan MoU sebaga|i salah satu tahap dalam kontrak, maka jelaslah d |i dalamnya 

ber|is|i kesepaktan para p|ihak tentang hal-hal yang bers|ifat umum. Kesepakatan secara 

umum telah d|iatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sama halnya dengan perjanj|ian pada 

umumnya, kemud|ian secara keseluruhan d|iatur dalam Buku |I|I|I KUH Perdata. Sedangkan 

perjanj|ian send|ir|i dalam Pasal 1313 KUH Perdata merupakan suatu perbuatan d |i mana 

satu orang atau leb|ih meng|ikatkan d|ir|inya terhadap satu orang la|in atau leb|ih. J|ika MoU 

d|iart|ikan sebaga|i perjanj|ian, maka harus d|ilakukan oleh dua orang atau leb|ih p|ihak yang 

 
29 Salim HS, Abdullah,Wiwiek Wahyuningsih, loc.cit. 
30 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 363 
31 Gita Nanda Pratama, “Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Hukum 

Perjanjian Di Indonesia”, Jurnal UNPAR, Vol. 2 No.2, 2016, 247 



 

 

sal|ing meng|ikatkan d|ir|i, ber|is|i hak dan kewaj|iban, serta terdapat t|imbal bal|ik antara 

keduanya.32  

Tidak terpenuh|inya prestas|i dalam MoU tersebut, maka dapat d|im|inta|i pertanggung 

jawabannya secara hukum. Sedangkan dalam pengert|ian la|in MoU hanya berupa 

gentlemen agreement yang hanya d|iart|ikan sebatas peng|ikatan moral belaka serta t|idak 

mem|il|ik|i daya |ikat secara hukum. Had|irnya dual|isme |in|i, menyebabkan kurangnya 

pemahaman dar|i masyarakat mengena|i art|i pent|ing dar|i MoU, dan ser|ingkal|i 

men|imbulkan permasalahan terka|it dengan substans|i dar|i MoU tersebut. Sebal|iknya, 

perjanj|ian mem|il|ik|i kekuatan hukum yang jelas dan meng|ikat, memast|ikan bahwa set|iap 

p|ihak mematuh|i ketentuan yang telah d|isepakat|i dan memungk|inkan adanya penegakan 

hukum j|ika terjad|i pelanggaran. 

“Perjanj|ian mem|il|ik|i kekuatan hukum yang dapat d |itegakkan” j|ika salah satu p|ihak 

t|idak memenuh|i kewaj|iban yang telah d|isepakat |i, sedangkan MoU ser|ing kal|i hanya 

mengandung peng|ikatan moral belaka dan t|idak dapat d|itegakkan secara hukum. 

Pengaturan tentang perjanj|ian d|iatur dalam KUH Perdata Pasal 1313 dan 1320, yang 

menetapkan bahwa suatu perjanj|ian adalah perbuatan d|i mana satu orang atau leb|ih 

meng|ikatkan d|ir|inya terhadap satu orang atau leb|ih dan harus memenuh|i syarat-syarat 

sah untuk menjad|i perjanj|ian yang meng|ikat secara hukum. Dengan memaham|i 

perbedaan |in|i, p|ihak-p|ihak yang terl|ibat dalam kontes kecant|ikan dapat mem|il|ih 

|instrumen yang tepat untuk kebutuhan dan tujuan kerjasama mereka. 

 
32 Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm: 

20 



 

 

2.4 Kekuatan Hukum MoU Perjanj|ian Pageant M|iss Beauty Jat|im 2022 

Memorandum of Understand|ing (MoU) dalam konteks beauty pageant M|iss Beauty 

Jat|im 2022 mem|il|ik|i kekuatan hukum yang berbeda dengan perjanj|ian formal. MoU 

berfungs|i sebaga|i pendahuluan atau n|iat ba|ik antara p|ihak-p|ihak yang terl|ibat, sepert|i 

penyelenggara kontes, f|inal|is, dan sponsor, untuk bekerja sama dalam mendukung acara 

tersebut. Hal |in|i mencakup kewaj|iban f|inal|is dalam meng|ikut|i prosedur kontes, 

part|is|ipas|i dalam acara, serta penggunaan c|itra mereka untuk kepent|ingan promos|i. 

Dengan dem|ik|ian, MoU dalam M|iss Beauty Jat|im 2022 berperan pent|ing dalam menjaga 

keteraturan dan koord|inas|i antarp|ihak terka|it. 

Memorandum of Understand|ing (MoU) dalam konteks beauty pageant M|iss Beauty 

Jat|im 2022 mem|il|ik|i kekuatan hukum yang bergantung pada beberapa faktor, sebaga |i 

ber|ikut: 

1. Kesesua|ian Hukum, MoU yang d|isusun dengan mempert|imbangkan dan 
mematuh|i hukum yang berlaku mem|ilk|ik|i kekuatan hukum yang leb|ih kuat. 

2. Ketentuan Kontrak, J|ika MoU d|ibuat dalam bentuk kontrak tertul|is yang memuat 

persetujuan dan tandatangan dar|i semua p|ihak terka|it, |itu mem|il|ik|i kekuatan 

hukum sebaga|i perjanj|ian yang meng|ikat. 

3. Pemenuhan Kewaj|iban, ket|ika semua p|ihak memenuh|i kewaj|iban yang 

tercampur dalam MoU, |itu menc|iptakan dasar hukum yang kuat untuk 

menjad|ikan MoU sebaga|i dasar hukum yang berlaku.  

4. Resolus|i Sengketa, MoU yang mem|il|ik|i klausul mengena|i resolus|i sengketa juga 

dapat mem|il|ik|i kekuatan hukum dalam menyelesa|ikan konfl|ik atau perbedaan 

pendapat yang mungk|in t|imbul. 
5. Perl|indungan Hak dan Kewaj|iban, MoU yang jelas dalam merumuskan hak dan 

kewaj|iban set|iap p|ihak dapat d|igunakan sebaga|i dasar untuk menegakkan hak 

dan mem|inta pertanggung jawaban. 

Memorandum of Understand|ing (MoU) merupakan suatu nota d|i mana para p|ihak 

melakukan penandatanganan MoU sebaga|i suatu pedoman awal mula suatu kesepahaman 

antara para p|ihak yang merujuk kepada suatu perjanj|ian dan MoU t|idak mem|il|ik|i |ikatan 

yang kuat d|iantara para p|ihak. Akan tetap|i apab|ila MoU d|i dalamnya memenuh|i unsur-



 

 

unsur yang terka|it dalam Pasal 1320 KUH Perdata33, hal |in|i merupakan suatu perjanj|ian 

yang mem|il|ik|i kekuatan hukum yang meng|ikat sepert|i perjanj|ian seh|ingga seluruh 

ketentuan yang tercantum dapat d|iterapkan kepada para p|ihak.  

Penjelasan-penjelasan mengena|i Memorandum of Understand|ing (MoU) d|i atas 

mengena|i ka|itan ketentuan dasar yang menjad|i dasar hukum adanya MoU berdasarkan 

Buku |I|I|I Burgerl|ijk Wetboek (K.U.H.Perdata) Pasal 1338 ayat (1) adalah semua 

perjanj|ian yang d|ibuat secara sah akan berlaku sebaga|i undang-undang bag|i mereka yang 

membuatnya. Apab|ila telah terjad|i persesua|ian pernyataan kehendak dan telah 

d|itandatangan|i kerja sama oleh para p|ihak, maka memorandum of understand|ing (MoU) 

telah mempunya|i kekuatan hukum untuk dapat d|ilaksanakan dan mempunya|i kekuatan 

meng|ikat antara para p|ihak. Meng|ingat bahwa dengan d|ibuatnya suatu MoU dengan 

menggunakan |it|ikad ba|ik (Good Fa|ith) yang telah d|isepakat|i para p|ihak menunjukan 

bahwa MoU mem|il|ik|i kekuatan hukum yang meng|ikat. 

 Kesepakatan dalam Memorandum of Understand|ing leb|ih bers|ifat |ikatan moral. 

Secara prakt|is, Memorandum of Understand|ing d|isejajarkan dengan perjanj|ian. |Ikatan 

yang terjad|i t|idak hanya bers|ifat moral, tetap|i juga |ikatan hukum. T |it|ik terpent|ing bukan 

pada |ist|ilah yang d|igunakan, tetap|i |is|i atau mater|i dar|i nota kesepahaman tersebut. 

Dengan dem|ik|ian, apab|ila salah satu dar|i para p|ihak t|idak melaksanakan atau t|idak 

melakukan sesua|i ketentuan MoU yang telah d|ibuat, maka salah satu p |ihak dapat 

membawa persoalan tersebut ke dalam pengad |ilan dan p|ihak yang berwenang dapat 

memer|intahkan salah satu p|ihak untuk dapat melaksanakan substans|i memorandum of 

understand|ing secara kons|isten.34 

 
33 KUH Perdata Pasal 1320 tentang Unsur-Unsur Perjanjian. 
34 Purwakhid Patrik,. Asas Itikad Baik dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian. Elips 



 

 

Dalam konteks Memorandum of Understand|ing (MoU) pada kontes kecant|ikan M|iss 

Beauty Jat|im 2022, MoU d|igunakan sebaga|i nota awal yang mencerm|inkan kesepahaman 

antara p|ihak-p|ihak terka|it tanpa mem|il|ik|i kekuatan hukum yang meng|ikat secara 

langsung. Namun, j|ika MoU memenuh|i syarat-syarat yang d|iatur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata, MoU tersebut dapat d|ianggap sebaga|i perjanj |ian yang sah dan meng|ikat hukum, 

seh|ingga ketentuannya dapat d |itegakkan d|i pengad|ilan j|ika terjad|i pelanggaran. MoU 

mempertegas keter|ikatan moral dan, j|ika d|i|implementas|ikan dengan |it|ikad ba|ik, b|isa 

mem|il|ik|i |impl|ikas|i hukum yang s|ign|if|ikan dalam penyelesa |iannya.
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